
Mengingat ... 

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung telah 

dilakukan upaya melalui pelaksanaan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus 

Disease 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali 

Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021, namun dalam 

perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 

tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 

2019 ( Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga 

Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus 

Disease 2019; 

WALi KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 70 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN 

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 

WALi KOTA BANDUNG 

SALIN AN 
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8. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4168); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

Mengingat 
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14. Peraturan ... 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3447); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 
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Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 361); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

24. Peraturan ... 

Sis tern Penyelenggaraan ten tang SK/VII/2004 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ten tang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 [Covid- 
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19); 

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19); 

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ 
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31. Peraturan ... 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O 1.07 / 
MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 ( Covid-19) di 
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pan demi; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 ( Covid-19); 

27. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 
Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada 
Tahun Ajaran 2020 /2021 dan Tahun Akademik 
2020 / 2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 ( Couid- 
19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 
Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi 
Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronauirue 

Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 
60); 
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MEMUTUSKAN ... 

Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 
Wilayah Jawa dan Bali; 

3. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021 
ten tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa 
dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019; 

4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 
di Rumah lbadah Dalam Mewujudkan Masyarakat 
Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi; 

5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan 
Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 
tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat 
lbadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 
H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat; 

Kegiatan Pembatasan Pemberlakuan ten tang 

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bandung Tahun 2020 Nomor O 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1); 

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019; 
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 

ten tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 
Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 
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Pasal 11 
( 1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, 

pimpinan tern pat kerja/ perkantoran wajib 
menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat. 

(2) Pirnpinan tern pat kerja/ perkantoran mengutamakan 
pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan 
melalui pengaturan bekerja sebagai berikut: 
a. sektor non esensial, diberlakukan 100% 

(seratus persen) bekerja di rumah (work from 
home); 

b. sektor esensial, yang meliputi: 
1) keuangan dan perbankan hanya meliputi 

asuransi, bank, pegadaian dana pensiun 
dan lembaga pembiayaan yang berorientasi 
pada pelayananan fisik dengan pelanggan, 
dapat beroperasi dengan kapasitas paling 
banyak 50% (lima puluh persen) staf 
bekerja di kantor (work from office) untuk 
lokasi yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat, serta 25% (dua puluh lima 
persen) staf bekerja di kantor (work from 
office) untuk pelayanan administrasi 
perkantoran guna mendukung operasional; 

2) pasar ... 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 
Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 201 9 
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 68), 

diubah sebagai berikut: 

PERATURAN WAL! KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 68 TAHUN 
2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN 
MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

MEMUTUSKAN: 
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2) pasar modal (yang berorientasi pada 
pelayanan dengan pelanggan dan 
berjalannya operasional pasar modal secara 
baik), teknologi informasi dan komunikasi 
yang meliputi operator seluler, data center, 
internet, pos, media terkait dengan 
penyebaran informasi kepada masyarakat 
dan perhotelan non penanganan karantina, 
dapat beroperasi dengan kapasitas paling 
banyak 50% (lima puluh persen) staf 
bekerja di kantor (workfrom office); 

3) industri orientasi ekspor dapat beroperasi 
dengan kapasitas paling banyak 50% (lima 
puluh persen) staf hanya di fasilitas 
produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh 
persen) untuk pelayanan administrasi 
perkantoran guna mendukung operasional 
dan harus menunjukkan bukti contoh 
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang 
selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau 
dokumen lain yang menunjukkan rencana 
ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional 
dan Mobilitas Kegiatan Industri; dan 

4) bidang pemerintahan yang memberikan 
pelayanan publik yang tidak bisa ditunda 
pelaksanaannya, diberlakukan paling 
banyak 25% (dua puluh lima persen) 
bekerja di kantor (workfrom office). 

c. sektor kritikal, yang meliputi: 
1) kesehatan serta keamanan dan ketertiban 

masyarakat diberlakukan 100% (seratus 
persen) bekerja di kantor (work from office); 
dan 

2) penanganan bencana, energi, logistik, 
transportasi dan distribusi terutama 
kebutuhan pokok masyarakat, makanan 
dan minuman serta penunjangnya 
termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, 
pupuk dan petrokimia, semen dan bahan 
bangunan, objek vital nasional, proyek 
strategis nasional, konstruksi (infrastruktur 
publik), utilitas dasar (listrik, air dan 
pengelolaan sampah) dapat beroperasi 
100% (seratus persen) hanya pada fasilitas 
produksi / konstruksi / pelayanan kepada 
masyarakat dan untuk pelayanan 
administrasi perkantoran diberlakukan 
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) 
staf bekerja di kantor (work from office). 

(3) Waktu ... 
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(2) Penanggungjawab ... 

Pasal 15 
( 1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, 

penanggungjawab kegiatan konstruksi untuk 
infrastruktur publik wajib menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran 
Covid-19 secara ketat. 

Bagian Kedelapan 
Pelaksanaan PPKM Darurat Dalam Kegiatan Konstruksi 

Untuk Infrastruktur Publik 

2. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(3) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. untuk semua tempat kerja/ perkantoran di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk 
Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara 
normal; 

b. untuk semua tempat kerja/ perkantoran 
instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik 
Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat; dan 

c. untuk semua tempat kerja/ perkantoran 
Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 
WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. 

(4) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan 
melaksanakan pertemuan maka pertemuan 
diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara 
daring/ online. 

(5) Dalam hal pertemuan dilakukan secara 
langsung/ ta tap muka maka peserta pertemuan 
dibatasi paling banyak 30% {tiga puluh persen) dari 
kapasitas ruang pertemuan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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(3) Bantuan ... 

pelaksanaan PPKM Darurat, dengan kriteria sebagai 
berikut: 
a. pekerja informal; 
b. berpenghasilan harian; 
c. lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun; 

d. penyandang disabilitas; dan/ a tau 
e. masyarakat miskin yang terdampak dan 

terpapar Covid-19. 
(2) Kriteria warga miskin dan tidak mampu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga 
yang belum mendapatkan bantuan sosial dari 
Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga 
Harapan, Program Sembako/BPNT dan Bantuan 
Sosial Tonai (BST). 

selama pokoknya kebutuhan memenuhi 

Pasal 31A 
(1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan 

bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu 

yang berstatus kependudukan, tinggal dan menetap 
di Daerah Kota, belum teregister dalam Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) untuk 

3. Di antara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 
(em pat) pasal, yakni Pasal 3 lA, Pasal 3 lB, Pasal 31 C dan 
Pasal 310, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan 

pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan 

melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan 

shift. 

(3) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan 
secara normal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 
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(3) Penganggaran ... 

Pasal 31C 
(1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah 

Kota diberikan secara tunai. 
(2) Penerima bantuan wajib memanfaatkan bantuan 

semata-mata untuk belanja kebutuhan pokok 
sehari-hari. 

Pasal 318 

(1) Satgas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan 

pendataan mutakhir mengenai warga miskin dan 

tidak mampu dan/atau warga yang terdampak 

Covid-19 selama masa PPKM Darurat. 
(2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Tingkat 
Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan dengan 
melakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan 
Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berupa Serita Acara Hasil Musyawarah 
Kelurahan untuk disampaikan kepada Dinas Sosial 

Kota Bandung untuk dilakukan verifikasi dan 
validasi ulang serta dipadankan dengan Nomor 
Induk Kependudukan bersama Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. 

(4) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau 
menetapkan penerima bantuan. 

(5) Penerima bantuan sosial PPKM Darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota. 

(3} Bantuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

bersumber dari APBD Kota Bandung. 

(4) Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan 

secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. 
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Pasal ... 

pendampingan atas penyaluran bantuan. 

melakukan Bandung Kata 

Pasal 31D 

(1) Penyaluran bantuan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Penerima bantuan yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5) 

disalurkan melalui Lembaga Perbankan atau 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

ekspedisi. 

(3) Lembaga Perbankan atau perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kota dan ditindaklanjuti melalui Perjanjian 
Kerjasama. 

(4) Inspektorat 

(3) Penganggaran bantuan penanganan jaring 

pengaman sosial dianggarkan dalam APBD Kata 

Bandung dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

(4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

Daerah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kata. 

(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu 

sebanyak 1 (satu) kali per kepala keluarga. 

(6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (5) dibayarkan mulai bulan Juli 2021 sampai 

dengan bulan Agustus 2021 dan disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan Daerah Kota. 

(7) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 

memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat sasaran, 

tepat mutu dan tepat waktu. 
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mbina 
IJlll:::=!j~ 1021 199603 1 001 

YANA S.H. - 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 70 

EMA SUMARNA 

TIO. 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 9 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

ODED MOHAMAD DANIAL 

TIO. 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 9 Juli 2021 

WALi KOTA BANDUNG, 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bandung. 
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